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Abstrak
 

Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dapat diukur dengan ukuran tax ratio dan tax coverage ratio. Tax

ratio adalah suatu ukuran atau perbandingan pajak yang dapat dipungut dari suatu negara dibandingkan

dengan Gross Domestic Product (GDP)-nya, sementara tax coverage ratio adalah suatu perbandingan antara

pajak yang berhasil dihimpun dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dipungut. Dilihat dari kedua

rasio di atas Indonesia mempunyai angka tax ratio yang sangat rendah dibandingkan negara-negara lain,

bahkan dibandingkan dengan negara-negara se-kawasan ASEAN–pun Indonesia mempunyai tax ratio

berkisar 14% – 13%, sementara negara-negara lain mempunyai tax ratio di atas 20%, dan tax coverage ratio

berkisar 66,33% sementara negara lain di atas 85%. Sebagai perbandingan angka tax ratio negara Jepang

18,6% Amerika Serikat 19,8%, Swedia 54,2%, Inggris 39,3%, Korea Selata 16,7%, India 16,9%, sementara

negara-negara ASEAN yaitu Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapura 21,4%, Brunei 18,8% dan

Filiphina 16,3%. Untuk memperbaiki dan meningkatkan sitem perpajakan di Indonesia telah diupayakan

perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan diantaranya disahkannya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 19 tahun 2000 atas

perubahan Undang-undang No. 19/1997 dan UU No 16/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Usaha mengejar sasaran penerimaan pajak yang dilakukan dengan cara intensifikasi dan eksensifikasi akan

lebih baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yuridis yang memadai, salah satunya adalah dengan

tindakan penyanderaan. Berbeda dengan tindak pidana fiskal yang dikenakan terhadap penanggung pajak

yang telah lalai/sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tindakan penyanderaan adalah upaya

pemerintah (fiskus) untuk menahan (sandera) karena penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya.

Skripsi ini akan membahas efektivitas penyanderaan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan

peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak; serta kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan

yang berkaitan dengan penyanderaan yang dapat menghambat tujuan dimaksud. Skripsi ini menggunakan

penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

......Effectiveness and efficiency of tax collection can be measured by tax ratio and tax coverage ratio. Tax

ratio is a tax measurement in which tax collectable of a state community compare to its Gross Domestic

Product, however tax coverage ratio is a ratio between a number of tax collected compared to a number of

tax that should be collected. From those ratio views point Indonesia has a lower tax ratio compared with

other neighboring countries, even if it is compared with neighboring ASEAN countries Indonesia has the

lowest tax ratio ranging from 13% to 14%. Meanwhile other countries have a tax ratio over 20% and tax

coverage ratio ranging from 66.33 to 85%. As comparison tax ratio of Japan approximately 18,6% United

States of America 19,8%, Sweden 54,2%, England 39,3%, South Korea 16,7%, India 16,9%, However

ASEAN countries have various tax ratio Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapore 21,4%, Brunei 18,8%

piliphin16,3%. In order to enhance tax collection system, Indonesia has revised tax laws and regulations

such as Law No. 28/2007 concerning General Rule and Procedure; Law No. 19/2000 revision of Law No
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19/1997 and Law No 16/2000 concerning Compulsion Letter of Tax Collection. An effort to attain a tax

collection target is conducted by means of intensification and extensivness. However it can be better if

supported by proper legal infrastructure such as corporal detention (gijzeling). Unlike treatment subject to

Tax Criminal who purposely acts against the tax law, A corporal detention is a government efforts to detain

a tax debtor/ tax guarantor who failed to fulfill tax liabilities. The discourse will explore effectiveness of a

corporal detention as a means of enhancing government income from tax sector and explore the weakness of

law and regulation related to corporal detention which potentially obstructs such objective.


